BUPATI GROBOGAN
B PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR :2-7 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003




Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);




10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Perattiran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Pearturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun

2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran




Menetapkan :

19.

20.

21.

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2018 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor
11);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kebupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kebupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2018.




Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga

b.Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan jasa
- 3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Defisit

3. Pembiayaan
1) Penerimaan
2) Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan

Rp
Rp

Rp

315.743.175.974,00
1.520.822.495.760,00

602.935.590.622,00

Rp

2.439.501.262.356,00

Rp  861.568.376.624,00
Rp 11.559.669.883,00
Rp 500.000.000,00
Rp 37.912.328.869,00
Rp 19.305.985.000,00
Rp 7.886.297.402,00
Rp  368.917.773.194,00
Rp 0,00
Rp 1.307.650.430.972,00
Rp  86.210.126.769,00
Rp  528.251.100.424,00
Rp  423.425.389.079,00
Rp 1.037.886.616.272,00
Rp 2.345.537.047.244,00
(Rp__ 93.964.215.112,00)
Rp  136.123.306.736,00
Rp  66.001.040.000,00
Rp  70.122.266.736,00

Rp

164.086.481.848,00




Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi ariggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tangeal 14 Agustuc 20

Diundangkan di Purwodadi
pada tangga.l 14 Agu:ttm 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 209  NOMOR 17
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